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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Peran kejaksaan dalam memberikan hak restitusi kepada korban tindak 

pidana perdagangan manusia telah memenuhi semua persyaratan yang 

diperlukan dan sesuai dengan bagaimana delik tersebut didefinisikan. 

Namun, karena seringnya para penjahat tidak mampu membayar, 

memberikan korban hak atas reparasi tidak selalu mudah. Pemberian hak 

restitusi/kompensasi perlu kerja keras. Restitusi tidak dapat diperoleh jika 

hanya korban yang mengejarnya, itu harus disadari. Selain itu, aparat 

penegak hukum khususnya Kejaksaan menanggapi kasus perdagangan 

manusia dengan lebih serius. 

2. Terdapat beberapa faktor internal yang dapat menghambat penanganan 

perkara tindak pidana perdagangan orang, yaitu: pertama, faktor 

penegakan hukum, khususnya kurangnya koordinasi antara penuntut 

umum dan penyidik, yang dapat mempersulit menghadirkan korban. 

saksi. Yang kedua adalah kurangnya metode dan fasilitas yang tepat 

untuk memberikan korban kejahatan perdagangan manusia hak hukum 

mereka atas restitusi atau kompensasi. Kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang perdagangan manusia, berbagai jenis perdagangan 

orang berbasis eksploitasi, dan tersedianya hak korban atas kompensasi 

adalah contoh dari faktor eksternal, sedangkan yang pertama adalah 

pertimbangan masyarakat. Kedua, masalah budaya, khususnya karena 
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bagaimana beberapa orang bertindak ketika ada contoh perdagangan 

manusia, yang mencegah banyak dari kasus ini untuk dipublikasikan.. 

B. Saran 

1. Penting bagi penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk 

mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang dan 

membantu korban memahami haknya untuk meminta restitusi atau 

kompensasi. Dan diharapkan pemerintah mampu mengalahkan dan 

menghentikan bisnis yang tidak jelas sehingga tidak ada lagi kasus 

kejahatan ilegal yang melibatkan perdagangan manusia. 

2. Jika diganti dengan pidana penjara, tidak tepat bagi masyarakat pelaku 

yang tidak mampu membayar tuntutan ganti rugi korban. Untuk itu, 

sebaiknya hak korban atas ganti rugi juga dapat didukung oleh keluarga 

pelaku. Selain itu, para korban dalam hal ini lebih menyadari risiko yang 

terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Dan masyarakat umum 

(kemungkinan korban) tidak boleh begitu saja mempercayai mereka yang 

menjanjikan pekerjaan atau posisi bergaji tinggi. 
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